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ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN. 

ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas 
Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355), 
UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 
2022 No. 4, TLN No.6757), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.4523) 
sebagaimana telah diubah dengan PP No.50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN 
No.6267), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan 
Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat RPATA adalah 
rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang 
direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada 
negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan 
yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya 
diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. RPATA 
digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada 
akhir tahun anggaran. Pekerjaan merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk 
diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan 
tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a yang penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Tata 
cara perekaman dan perubahan Kontrak dan pembuatan, pengajuan, dan penerbitan atas 
SPPpenampungan, SPM-penampungan, SP2D-penampungan, SPP-pembayaran, SPM-
pembayaran, SP2D-pembayaran, SPP-penihilan, SPM-penihilan, dan SP2D-penihilan, 
dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a. mekanisme pembayaran yang menggunakan jaminan pada akhir tahun anggaran 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017; dan  

b. mekanisme pembayaran yang menggunakan jaminan pembayaran akhir tahun 
anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 
tanggal 13 Oktober 2023. 

  - Lampiran Hal 24-29. 

    

    

 


